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BUPATI SERUYAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN 
NOMOR  1 TAHUN 2014 

 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SERUYAN, 
 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 
Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama 
Bupati Seruyan telah menyempurnakan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Surat 
Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 
188.44/22/2014 Tanggal 8 Januari 2014 tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Seruyan 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2014;  

 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 
2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2013; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 
atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

SALINAN 
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2.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4180); 

 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400);  

 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438 ); 

 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah  

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 
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11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090);   

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4502); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemeritahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006  
tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 7 Seri A); 

 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008  
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 
Seri E); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN 
 

dan 
 

BUPATI SERUYAN 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  TAHUN 
ANGGARAN 2014 

 
BAB   I 

 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah 
daerah; 

4. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daearah 
Kabupaten; 

5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati; 

6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

7. Daerah adalah Kabupaten Seruyan; 

8. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan; 

9. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan; 

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;  

11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut; 

12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 
dan pengawasan keuangan daerah; 
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13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

 
 

BAB  II 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
 

Pasal 2 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014  sebagai berikut 
: 
 
1. Pendapatan    Rp.  804.815.389.918,43       
2. Belanja   Rp.  869.074.492.069,99 
 

 Surplus / Defisit   (Rp.   64.259.102.151,56 )            
 

 
3. Pembiayaan Daerah :  
 

a.  Penerimaan  Rp.  112.150.448.151,56  
 
b.  Pengeluaran  Rp.    47.891.346.000,00                 

 
 Pembiayaan Netto Rp.   64.259.102.151,56  

 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00             
 
 

Pasal 3 
 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 23.242.892.095,22 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 717.808.122.614,00 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp.63.764.375.209,21 

 
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 

jenis pendapatan : 
a. Pajak Daerah sejumlah Rp.  3.672.279.500,00 
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 3.954.434.628,00 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah     

Rp. 3.944.894.530,22 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp.11.671.283.437,00 

 
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari jenis 

pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 109.625.107.614,00  
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.  545.446.415.000,00 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.  62.736.600.000,00 
 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Hibah sejumlah Rp. 0,00 
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b. Dana Darurat sejumlah Rp.  0,00 
c. Sumbangan Pihak Ketiga Rp. 5.000.000.000,00 
d. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah  Rp. 24.740.361.209,21 
e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,00 
f. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 

sejumlah Rp.  7.520.000.000,00 
g. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan 

Daerah sejumlah Rp. 0,00 
h. Dana Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi Rp. 26.504.014.000,00 

 
 

Pasal 4 
 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 291.620.425.808,61 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 577.454.066.261,38 

 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 227.144.066.634,45 
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00 
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 1.453.377.385,51 
d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 18.737.750.000,00 
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 2.165.000.000,00 
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 200.000.000,00 
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 41.420.231.788,65 
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 500.000.000,00 

 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 40.518.513.298,83 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 257.717.597.838,94 
c.  Belanja Modal sejumlah Rp. 279.217.955.123,61 

 
 

Pasal 5 
 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: 

a. Penerimaan sejumlah Rp. 112.150.448.151,56 
b. Pengeluaran sejumlah Rp.  47.891.346.000,00 

 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) 

sejumlah Rp. 112.150.448.151,56 
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 0.00 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0.00 
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0.00 
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0.00 

 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan : 
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00 
b. Penyertaan Modal (Investasi) sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 
c.  Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 42.891.346.000,00 
d. Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0.00 
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Pasal 6 
 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
 
1. Lampiran I Ringkasan APBD; 
 
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 
 
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
 
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program dan Kegiatan;  
 
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;  

 
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan  Daftar 

Pinjaman Daerah; 
 
7. Lampiran VII  Daftar Piutang Daerah;  
 
8. Lampiran VIII  Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;  
 
9. Lampiran IX  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah;  
 
10. Lampiran X  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset  Lainnya;  
 
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran ini; 

 
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; 
 
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 
 
 

Pasal 7 
 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 
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BAB   III 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 8 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 17 Januari 2014 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SERUYAN 

 
TTD 

 
Ir. H. SYAMSURIJAL, M.Si 

PEMBINA ATAMA MUDA (IV/c) 
NIP. 19620724 199103 1 003 

Ditetapkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal 16 Januari 2014 

 
BUPATI SERUYAN, 

 
TTD 

 
SUDARSONO 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013 NOMOR 32  SERI A 
 
 
 
 


